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BAR SATU

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Laporan kevangan perneriniah merupakan komponen penting untuk menciptakan
transparansi dan akuntabilitas. Setiap organisasi publik mempunyai  kewajiban
menvediakan laporan keuangan sebagai alal pertangpungjawaban publik, baik it di
tingkat pusat maupun deerah, Mamun laporan  keuangan  tidak  hanva  alat
pertanggungiawaban, telapr juga berfungsi membenikan dasar pertimbangan untuk

pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan,

Jenis-jenis laporan keuangan pokok vang harus dibust oleh pemerintah daerah
adalah neraca, laporan realisasi angparan, laporan arus kas, dan calatan atas laporan
kevangan (Mahmudi 2007). Komponen dalam nersca vang antara lain adalgh asset.
hutang  dan  moedal sebarusnya  dijadikan  sebagai pertimbangan  oleh  internal
pemerintah daerah, Asel mencerminkan kondisi kekavsan pemerintah daerah, dan
potensi ckonomi sehingga dari informasi lersebut internal pemerintah dacrah dapat
menilai berbagai hal. peraca menginformasikan  sclengkap-lengkapnyva  kondisi
keuangan daerah, baik posisi semua pos neraca (aset. utang, modal), realisasi
anggaran, rentabilitas, likuiditas, selvabilitas, surplusidelisit dan sehagainya. Laporan
realisasi anggaran digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dacrah dengan

card membandingkan angparan denpgan realisasinya

Laporan keuangan pemerintah daerash harus dipublikasikan dalam rangka

memenuhl karaktenstk transparansi. Menurut Mahmuodi (2002), terdapat dua alasan



penting mengapa pemerintah  dacrah perly mempublikasikan laporan keusngannya.
Pertama bagi pemakai internal pemerintahan daerah vaitu: Bupati., Wakil Bupati,
sekretaris Daerah, Asisten Bupati dan Kepaia-kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Duerah). laporan keuangan sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi
pemerintah daerah secara keseluruban maupun unit-unit kerja di dalamnva, Kedun
bagi pemakai eksternal laporan keuanpan pemeriniah daerah merupakan bentuk
perianpgungiawaban Kepala Daerah kepada masvarakat investor, kreditor. lembaga
donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan denpan Japoran tersebut
sebagai dasar pengambilan Kepulusan ckonomi, sosial, dan poiitik.

Menurut Subanda (2008). laporan keuangan pemerintah daerah bermanfaat
untuk membantu internal pemerintah dacrah dalam mengevaluasi  pelaksanaan
kegiatan suatu entitas pelaporan dalam peniode peisporan. sehingpa memudshkan
fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas scluruh aset, kewajiban dan

ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

Internal pemerintah  daerah  membutuhkan  informasi  keuangan  sebapai
komponen sistem pengendalian organisasi, pengukuran kinerja dan membandingkan
kinerja pemerintzh daerah antar kurun waktu dan dengan pemerintah dacrah lain.
Mamun sayangnys hingga saat inl. masih banyak -yvang memiliki anggapan bahwa
laporan keuangan hanva bermanfaat bagi pihak-pihak internal pemerintzhan daerah
vang memiliki pengetahuan akuntansi atau keuangan saja, sebab orang  vang memiliki
pengetahuan akuntansilah yang dapat memabami dan menginterpretasikan angka-
angka dalam laporan kevangan vang bukan berlatar belakang akuntansi tidak mersa
bahwa laporan tersebut juga diperuntukkan bagi mereka, padahal laporan keuangan
sebenamya disajikan untuk memenuhi kebutuhan seluruh pengguna iaporan dari

berbagai latar belakang.
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Internal pemerintah dacrah masik berpandangan bahwa penvajian laporan
kevangan hanya untuk  memenuhi ketentuan perundangan saja. Laporan keuangan
vang dipublikasikan belum benar-bepar dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan
keputusan. bahkan seringkali keputusan yang dilakukan lebih banyak didasari oleh
keputusan politis semata., Dalam studi vang dilakukan oleh llleana Steccolini {20072),
dalam kajian tentang laporan keuangan tahunan pemerintah lokal italia menunjukkan
bahwa laporan kenangan vang dibuat oleh pemerintah daerah hanya bersifat formal

untuk memenuhi kewajiban saja.

Kabupaten Pesisir Sclatan adalah salab  satu kabupaten di Sumaters Barat.
Selama im anahsis pemandfaatan laporan kewsngan  pemerintah  daerah  oleh
stakeholder di Indonesia khususnya Kabupaten Pesisir Selatan belum optimal, maka
penulis tertarik untuk mengangkal topik ini dalam skripsi vang berjudul " Analisis
Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Internal

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan™

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Dyari uraian latar belakang tersebut penulis merumuskan sebuah permasalahan vaitu
sejach mana laporan keuangan Pemerintab Daerab di kabupaten Pesisic Selatan
dimanfaatkan oleh pihak Internal Pemerintaban Dacrsh  dalam  pengambilan

kKeputusan?
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Dart penelitian vang telah dilakukan oleh penulis dengan mengpunakan objek
penelitian pemanfaztan Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah oleh  Internal
Pemerintah Daerah Kebupaten Pesisir Sefatan dan menjadikan Bupati, Wakil Bupati
Sekretars Daerah dan Kepala Dinas dan Asisten menjadi responden dalam penelitian
dengan mengounakan metode wawancara secara mendalam, diperoleh kesimpulan
bahwa penyusunan dan penyajian Laporan Kevangan Pemerintah Daerah (LEPD}
baru merupakan pemenuhan persvaratan terhadap regulasi  Laporan Keuangan
Pemerintah  Dagrah belum  dimanfaatkan secars optimal tenutama  dalam  bal
pengambilan keputusan Pertimbangan utama  dalam  pengambilan keputusan

Kabupaten Pesisic Selatan adalah skala prioritas dan Rencana Kerja (Renja)

5.3 BARAN
Pada akhir penelitian im saran vang dapat penulis berikan kepada internal pemerintah
daerah adalah;

i Pemerintah daerah hendaknva dalam pembuatan laporan keuansan bukan
hanya sebagal pemenuhan kewajiban terbadapan peraturan  perundang-
undangan misalova Peraturan Pemerintalh No.o 24 fahun 2005, Permendagri Mo,
3 tahun 2006 tetapi sebaiknva laporan kevanpan jusa memjadi bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
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